
 

 
 

 
 

 
 

 
BUPATI TEMANGGUNG 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 

NOMOR 33 TAHUN 2023 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG 

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI TEMANGGUNG, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan pemberian hibah 
dan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan serta penyesuaian dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka Peraturan Bupati 
Temanggung Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Temanggung perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Temanggung; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5856); 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

SALINAN 



 

4. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung 

Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Nomor 128); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Tahun 2020 Nomor 77); 
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 37 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten 

Temanggung Tahun 2021 Nomor 37); 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN 
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER 

DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN TEMANGGUNG. 

 
Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 
37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten 

Temanggung Tahun 2021 Nomor 37) diubah sebagai berikut: 
 
1. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 11 

(1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis 

belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek 
belanja hibah pada SKPD. 

(2) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok 
belanja operasi yang diformulasikan kedalam program dan 

kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja hibah, 
obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek 

belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada 
pihak ketiga/masyarakat pada SKPD. 

 

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 13 

(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang 

ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah. 
(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani 

oleh Bupati apabila hibah diberikan kepada Pemerintah 

Pusat, Pemerintah Daerah lain, dan Badan Usaha Milik 
Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. 

 
 



(3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani 

oleh Kepala SKPD atas nama Bupati apabila hibah 
diberikan kepada Badan, Lembaga, dan organisasi 

kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. 
(4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

memuat ketentuan mengenai: 
a. pemberi dan penerima hibah; 

b. tujuan pemberian hibah; 
c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima; 
d. hak dan kewajiban; 

e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah;  
f. tata cara pelaporan hibah; 

g. ketentuan penggunaan sisa anggaran hibah; dan 
h. sanksi. 

 
3. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 dissipkan 1 (satu) pasal yakni 

Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 13A 

(1) Sisa hibah berupa uang yang diterima oleh penerima hibah 

dikembalikan kepada pemberi hibah melalui Rekening Kas 
Umum Daerah sebelum tahun anggaran berkenaan 

berakhir, kecuali penerima hibah yang memenuhi kriteria 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c.  

(2) Penggunaan sisa hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan dengan: 
a. mengajukan permohonan penggunaan sisa hibah 

kepada Bupati melalui Perangkat Daerah teknis yang 
membidangi. 

b. Perangkat Daerah melakukan kajian atas rancangan 
penggunaan sisa hibah tersebut dan hasilnya 
disampaikan kepada TAPD. 

c. TAPD memberikan pertimbangan atas penggunaan sisa 
hibah sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada 

Bupati. 
d. Bupati memberikan persetujuan penggunaan sisa hibah 

sesuai pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud 
pada huruf c. 

e. pertanggungjawaban penggunaan sisa hibah dilaporkan 

kepada Bupati melalui Perangkat Daerah teknis secara 
tersendiri. 

 
4. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 18 

(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja 
hibah pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.  

(2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi 
obyek belanja pada jenis belanja hibah dalam program dan 

kegiatan pada SKPD terkait. 
 

5. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 21 

(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan 

material atas penggunaan hibah yang diterimanya.  
 

 



(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: 

a. laporan penggunaan hibah; 
b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan 

bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai 
NPHD; dan 

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi 

penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah 
terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa 
barang/jasa. 

(3) Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a termasuk memuat uraian sisa belanja 

hibah. 
(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling 
lambat 1 bulan setelah pelaksanaan kegiatan selesai 
dan/atau tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran 

berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  

(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah 

selaku obyek pemeriksaan. 
(6) Penerima hibah yang tidak menyampaikan 

pertanggungjawaban dikenakan sanksi berupa tidak akan 

diberikan hibah selama 5 (lima) tahun berturut-turut sejak 
terakhir diberikan hibah. 

 
 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Temanggung. 

 

Ditetapkan di Temanggung 

pada tanggal 3 Juli 2023 
 

BUPATI TEMANGGUNG, 
 

ttd. 
 

M. AL KHADZIQ 
 

Diundangkan di Temanggung 

pada tanggal 3 Juli 2023 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TEMANGGUNG, 
 

ttd. 
 

HARY AGUNG PRAWOBO 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 33 


